BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

Moeljatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju
terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman”
berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan ‘“wordt
gestraft”. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana’untuk
kata “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “word gestraft”. Hal ini
disebabkan apabila kata “straf” diartikan “hukuman”, maka kata “straf recht”
berarti “hukum-hukuman”. Menurut Moeljatno, “dihukum” berarti diterapi
hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau
akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam

hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.?

Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa
“penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang
hukumnya” (berechten). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya

menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya juga

2! Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, him. 40.
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dikemukakan oleh beliau, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya,
yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan
“pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau
“penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan

“sentence” atau “veroordeling”.?

Akhirnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa istilah “hukuman” kadang-
kadang digunakan untuk pengganti perkataan “straf”, namun menurut beliau,
istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro,
kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab
ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian
berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.”® Dalam kesempatan
yang lain, Sudarto berpendapat bahwa istilah dan makna pidana tidak dapat
dipisahlepaskan dengan hukum pidana, karena pidana adalah bagian/komponen

penting dari hukum pidana.®*

Sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana
harus lebih dahulu tercantum dalam undang undang pidana. Hal ini sesuai dengan
asas yang disebut dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali,
seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini terdapat
perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-

undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian

22 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, him. 72.

2 Wirdjono Prodjodikoro, AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung,
2003, him. 1.

2 Sudarto, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988, him 9
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hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan,

kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan.

Walaupun demikian, kedua istilah tersebut tetap mempunyai persamaan, yaitu
sama-sama berlatar belakang pada tata nilai (value), baik dan tidak baik, sopan
dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya. Dengan demikian,
seseorang yang dijatuhi pidana atau terpidana adalah orang yang bersalah atau
melanggar suatu peraturan hukum pidana. Akan tetapi, seseorang juga mungkin

dihukum karena melanggar suatu ketentuan yang bukan hukum pidana.

Berkaitan dengan siapakah yang berhak menjatuhkan pidana, pada umumnya para

sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintahlah yang berhak

untuk memidana atau memegang jus puniendiitu. Tetapi yang dipermasalahkan

dalam hal ini adalah apa yang menjadi alasan sehingga negara atau pemerintah

yang berhak untuk memidana. Menurut Beysens, negara atau pemerintah berhak

memidana karena :®

a. Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban
mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Di sinilah
ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar berfungsi atau benar-benar
memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka
pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan
menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan itu.

b. Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan

yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh

% 1bid, him. 23.
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bersifat balas dendam, tetapi bersifat obyektif dengan cara memberikan
kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang

dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Hakekat serta apa yang menjadi tujuan pemidanaan itu, perlu dikemukakan lagi
bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi yang istimewa, atau menurut
Sudarto merupakan sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana itu diterapkan jika
sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, sehingga hukum pidana dikatakan juga

mempunyai fungsi atau sifat yang subsidiair.?

Menurut Leo Polak, apakah hakekat, makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan
pidana yang patut diterima, merupakan poblema yang tidak terpecahkan.
Terhadap pendapat Leo Polak itu, Sudarto menegaskan bahwa sejarah dari hukum
pidana pada hakekatnya merupakan sejarah pidana dan pemidanaan. Pidana
termasuk juga tindakan (maatregel, masznahme), bagaimanapun juga merupakan
suatu penderitaan, sesuatu yangdirasakan tidak enak untuk dikenai. Oleh karena
itu, orang tidak tidak pernah ada henti-hentinya untuk mencari dasar, hakekat dan
tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan pembenarandari pidana itu

sendiri.?’

Mengenai hakekat pidana, pada umumnya para penulis menyebutnya sebagai
suatu penderitaan atau nestapa. Bonger mengatakan bahwa pidana adalah
mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan

yang merugikan masyarakat. Pendapat ini sama dengan pendapat Roeslan Saleh

%6 Sydarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung , 1981, him. 30.
?" 1bid, him. 31.
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yang mengatakan bahwa pidana adalah “reaksi atas delik, dan berwujud suatu

nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu».?®

Hal senada juga dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa pidana dipandang
sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi
hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal
tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat
berupa nestapa tetapi bukan merupakan suatu tujuan.?® Dalam hal tujuan pidana,
Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa “pidana itu dijatuhkan bukan karena
telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan
suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar
tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran. Demikian pula Herbert L. Packer
yang berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman

bukanlah ciri yang membedakan “punishment” dan “treatment”.°

Perbedaan antara “punishment” (pidana) dan “treatment” (tindakan perlakuan)
harus dilihat dari tujuannya, seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku
terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan. Menurut H.L. Packer, tujuan
utama dari treatmentadalah untuk memberikan keuntungan atau untuk
memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang
telah lalu atau akan yang datang, akan tetapi pada tujuan untuk memberikan
pertolongan kepadanya. Jadi, dasar pembenaran dari “treatment’ adalah pada
pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih

baik. Dengan demikiantujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

%8 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1978, him. 5.
% Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, him. 27.
% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, him. 5.
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orang Yyang bersangkutan. Sedangkan ‘“punishment” menurut H.L. Packer,

pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut :

a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki
atau perbuatan yang salah (the prevention of crime or undersired conduct
orofending conduct);

b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si
pelanggar (the deserved inliction of suffering on evildoers/retribution for

perceived wrong doing).*

Pada masalah pidana, titik beratnya adalah pada perbuatan salah atau tindak
pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu
mempunyaiperanan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk
terjadinya “punishment”. Selanjutnya ditegaskan oleh H.L. Packer, bahwa :
“Dalam hal “punishment”, kita memperlakukan seseorang karena ia telah
melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah
terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau
untuk kedua-duanya. Sedangkan “treatment” tidak diperlukan adanya
hubungan dengan perbuatan. Kita memperlakukan orang itu karena Kita
berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik. Kita juga
boleh mengharap atau berpikiran, bahwa orang yang dikenakan pidana
akan menjadi lebih baik, tetapi bukan karena hal itu kita berbuat demikian,
karena tujuan utamanya adalah melakukan pencegahan terhadap perbuatan

salah dan bukan perbaikan terhadap diri si pelanggar.”32

L 1bid, him. 6.
%2 | bid
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H.L. Packer juga menegaskan bahwa sepanjang perhatian Kita tujukan pada :

a. Aktivitas seseorang di masa yang akan datang untuk sesuatu yang telah
dilakukannya pada masa lalu (a person’s future activity to something he has
done in the past);

b. Perlindungan terhadap orang lain daripada perbaikan terhadap diri si pelaku
(the protection of other rather than the betterment of the person being dealt

with).®

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dengan melihat dasar orientasi dari dua
tujuan di atas, maka Packer memasukkan adanya dua tujuan itu ke dalam
definisinya sebagai “punishment”. Dalam hal perbedaan secara tradisional antara
pidana dan tindakan, Sudarto mengemukakan Pidana adalah pembalasan
(pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk
perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi
secara dogmatis, menurut Sudarto, pidana itu ditujukan untuk orang yang normal
jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak
mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak
mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana dan terhadap orang ini dapat

dijatuhkan tindakan.3*

Akan tetapi tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakekatnya
merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakekat pidana
adalah “menyerukan untuk tertib” (tot de orde roepen).*® Hal ini selaras dengan

pendapat yang disampaikan oleh G.P. Hoefnagels. Dalam Buku Muladi dan Barda

% 1bid, him. 7.
* Ibid, hlm. 8.
% Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Op.Cit., him. 81.
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Nawawi Ariefdikatakan bahwa Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa
pidana merupakan suatu pencelaan (censure) atau suatu penjeraan
(discouragement) atau merupakan suatu penderitaan (suffering). Pendapatnya ini
bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi pidana adalah semua reaksi
terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak
penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi
Hoefnagels melihatnya secara empiris, bahwa proses pidana yang dimulai dari
penahanan, pemeriksaan sampai dengan vonis dijatuhkan merupakan suatu

pidana.

L.H.C. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (the
sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan
sanksi dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanction and
punishment). Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan
diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh
hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup
keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum
pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang
dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan
mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum

Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.®

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas,

maka apabila aturan aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi

% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, him. 136
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pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan
bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun
aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu
kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan
(statutory rules) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan
umum (general rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat di
dalam KUHP (Buku 1), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku Il dan
Buku 11, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus
tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat

pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.*’

Sistem pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok,
yaitu Jenis pidana (strafsoort), lamanya ancaman pidana (strafmaat), dan
pelaksanaan pidana (strafmodus).
a. Jenis pidana (strafsoort)
Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari :*
1) Pidana pokok berupa :

a) Pidana mati ;

b) Pidana penjara ;

¢) Pidana kurungan ;

d) Pidana denda;

e) Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan berupa :

% Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2003, him. 136.

% Slamet Siswanta, Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Tesis,
Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, him. 39.
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a) Pencabutan beberapahak tertentu ;
b) Perampasan barang-barang tertentu ;

¢) Pengumuman putusan hakim.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana

pokok dan pidana tambahan.

b. Lamanya Ancaman Pidana (strafmaat)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada
perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan
satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim
bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah
ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam
batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk
menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim
ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang

dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa
salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang
dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal
ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian berkaitan
dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk
memberikankemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar

belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu
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dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana

waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.*

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus
serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas)
tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus
dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada
ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan,
ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam undang-undang juga diatur
mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana.
Keadan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan
terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas
perbuatan pidana pokoknya dikurangi seperiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53

ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP menyatakan “Maksimum pidana pokok terhadap
kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Sedangkan Pasal 57 ayat (1)
KUHP berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap
kejahatan, dikurangi sepertiga”. Disamping ketentuan yang meringankan juga
diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana,
yaitu perbarengan, recidive serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat
ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1

tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.

% Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas
Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, him. 20.
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c. Pelaksanaan Pidana (strafmodus)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang
dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu
perkara diberi kebebasan memilih jeni s pidana (strafsoort) yang dikehendaki,
sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-
undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (strafmaat)
yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya

maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam
praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya
pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan
batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi darimasalah

tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

B. Sistem Pemidanaan

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan
munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari
perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana
dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam
perkembangannya sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Teori pembalasan (Vergeldings Theorien).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan

kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori
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Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis,
seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan
hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain
hakikat pidana adalah pembalasan (revegen). Sebagaimana yang dinyatakan
Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan
pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada
perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini
mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata
karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak
yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan

kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.*°

Menurut Vos, bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan
subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan
terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan
terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Teori pembalasan
mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti
memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur
untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu
kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu.
Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatunkan pidana kepada pelanggar. Oleh

karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan

40 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, him. 11.
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mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.*

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori retributive
yaitu: Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan
dengan kesalahan. Teori retributif Tidak Murni, Teori ini juga masih terpecah
menjadi dua yaitu:*

1) Teori Retributif terbatas (The Limiting Retribution). Yang berpandangan
bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting
adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi
dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk
penetapan kesalahan pelanggaran.

2) Teori retributive distribusi (retribution in distribution). Penganut teori ini
tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus
dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa

harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

2. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah
alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda
dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi
hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan

proses pembinaan sikap mental.

*! Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. him 31
*2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit., him. 12.
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Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pemidanaan bukan sebagai pembalasan
atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk
melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada
tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka
bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul
tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus
(speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum

(general preventie) yang ditujukan ke masyarakat.*®

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan vyaitu
preventif,detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk
melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari
masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut
melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi
perbuatanya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan
perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan
dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali
melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan

nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.
Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu
dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri.

Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.Dengan

3 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him. 17.
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demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja.
Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama
harus diarahkan kepda upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu

tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si
penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.
Menurut Zevenbergen “terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu
perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.” Perbaikan yuridis
mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan
intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya
kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar

ia menjadi orang yang bermoral tinggi.**

3. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat
plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut
(pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana
pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai
suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter
tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu

reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

* Wirjono Projdodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika. Aditama,
Bandung 2003. him 26
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Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan

sebagai berikut :*°

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala
masyarakat.

2. llmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan
hasil studi antropologi dan sosiologis.

3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah
untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh
karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan

dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan
itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah

memberikan pemidanaan dan pendidikan.

Munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para
ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin
unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan
unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan: Orang tidak menutup
mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi
lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa
pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-
sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan

kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.*

*® Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 1988, him 47
* Andi Hamzah, Op, Cit., him 36
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Van Bemmelan pun menganut teori gabungan, ia menyatakan: Pidana bertujuan
membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud
mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya
bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan

masyarakat.*’

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak
yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarkat. Dasar
tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan
yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan
beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh
apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut
dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa
makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana
melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan

pemerintahan.*®

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib
masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan
gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat
pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang
dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan

tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahtraan masyarakat.

*" Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., him 18.
* Ibid, him 19
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Menurut Vos “pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus
kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu
takut lagi, karena sudah berpengalaman.” Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang
memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E.

Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.*®
C. Pengertian Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat
menimbulkan ~ pengaruh-pengaruh  tertentu  bagi  orang-orang  yang
menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah
narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics* pada farmacologie
(farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug®, yaitu sejenis zat yang apabila
dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si
pemakai, yaitu :
a. mempengaruhi kesadaran;
b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
c. pengaruh-pengaruh tersebut berupa :

1) penenang;

2) peransang (bukan rangsangan sex);

3) menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara

khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)*

* Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Op.Cit., him 24.
% D. Soedjono, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia. Karya Nusantara, Bandung,
2000, him. 14
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Zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan
umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat
industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin
meluas pula seperti seperti halnya yang tertera dalam lampiran. Dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat
semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan
diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang
bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat
narkotika tersebut. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin
agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian

guna bisa disembuhkan.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto, Perkataan narkotika
berasal dari perkataan Yunani “Narke“, yang berarti terbius, sehingga tidak
merasa apa-apa““. Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan
definisi tentang narkotika. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat
mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut
bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah

termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).*

Sedangkan menurut Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad 1972 No. 278
jo. Nomor 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-
undang obat bius narkotika adalah “bahan-bahan yang terutama mempunyai efek

kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadran. Disamping menurunkan

*! Djoko Prakoso, dkk., Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan
Negara, Bina Aksara, Jakarta, 2009, him. 480
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kesadran jugamenimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai
secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan

pada bahan-bahan tersebut*.>

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi :
a. Golongan |

b. Golongan Il, dan;

c. Golongan IlI

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tersebut, yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut :>*

1. Papaver, adalah tanaman papaver somniferum L, dan semua bagian-bagiannya
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah
tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekadar
untukj pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.

3. Opium masak terdiri dari :

a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu
rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan
peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud

mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

52 Moh. Taufik Makarao, dkk., Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003,
him. 19

> Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju,
Bandung, 2003, him. 2.
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b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan
apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia C17 H19

NO3.

Koka, yaitu tanaman dari semua genus Erytrhoxylon dari keluarga

Erytrhoxylon termasuk buah dan bijinya.

Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk

serbuk dari semua tanaman genus Erytrhoxylon dari keluarga Erytrhoxylon

yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang

dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokina.

Kokaina, adalah metil ester-I-bensoil ekgonia dengan rumus kimia C17 H21

NO4

Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus C9 H15 NO3 H20 dan ester serta

turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain

Ganja, adalah semua tanaman genus cannabisdan semua bagian tanaman ganja

termasuk damar ganja dan hashis.

Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil

pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena

mempunyai dampak sebagaimana tersebut di atas, terutama terhadap kaum remaja
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yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah
sebagai berikut:>*

1. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan Papaver Somniferum,
nama lain dari cabdu selain opium adalah madat, dijepang disebut “ikkanshu*, di
Cina dinamakan “Japien®“. Banyak ditemukan di negara-negara, seperti Turki,
Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa tempat lain. Bagian yang
dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya,
narkotika jenis candu tau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai
pengaruh hypnotics dan tranglizers. Depressants, yaitu merangsang sistem syaraf
parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang
kuat. Ciri-ciri dari tumbuh-tumbuhan papaver somniferum ini antara lain adalah :
1) Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu);

2) Warna daun hijau tua (keperak-perakan);

3) Lebar daun 5-0 cm dan panjang 10-25 cm;

4) Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk;

5) Buahnya berbentuk seperti tabuh gong;

6) Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah

polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-

gerigi.

Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk
candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun dan bagian-bagian lainnya

yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah,

> Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan,
Pemahaman Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, BNN, Jakarta, 2013, him 2-14.
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bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna
coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau

dan jika dicicpi akan menimbulkan rasa mati pada lidah.

Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua
macam masakan candu, yaitu :
1) candu masakan dingin (cingko);

2) candu masakan hangat (jicingko).

Apabila jicingko dan cingko dicampur maka dapat menjadi candu masak yang
memiliki kadar morphine tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat
kehitam-hitaman.Candu atau opium ini turunannya menjadi morphine dan heroin

(putau).

2. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah,

diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis

narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat,

dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu

memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Menurut

John C. Kranz dan Jeleff Carr, bahwa sebagai obat Morphine berguna untuk hal

berikut :

1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan
10 gram.

2) Menolak penyakit mejan (diare).

3) batuk kering yang tidak mempan codeine.
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4) Dipakaisebelum diadakan pembedahan.

5) Dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah. Karena
tekanan darah berkurang.

6) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur,

bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).>

Tetapi bila pemakaian Morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan
ketagihan phisis bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama
antara Morphine dan opium/candu menghasilkan codeine, efek codeine lebih

lemah dibandingkan heroin.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan Papaver somniferu, seperti yang telah disinggung di atas
bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin
disebut juga dengan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan

dosis, bias mati seketika.

4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut erythroxylon coca. Untuk
memperoleh cocaine yaitu dengan memtik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah
dipabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna
putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine
antara lain adalah :

1) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar;

2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur;

> Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, Menanggulangi Bahaya Narkotika, (Amanah
R.I/B.P. Alda), him. 33
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3) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter;

4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada
cabang atau tangkai;

5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila

sudah dimasak;

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuh-tumbuhan rumput bernama
cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan
mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuh-tumbuhan cannabis
sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.Ganja di Indonesia pada
umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain pun bisa tumbuh.
Ganja terbagi atas dua jenis :

a. Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil

b. hanya seratnmya saja untuk pembuatan tali.

c. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasnya digunakan

untuk pembuatan rokok ganja.

Selain dikenal bebrapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja,

yaitu :

a. minyak ganja;

b. damar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh dengan
melalui proses penyulingan;

budha stickatau thai stick.

134

6. Narkotika sintesis atau buatan
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Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara
farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari
Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat
psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan
perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran. Narkotika
sinthetis ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap
pemakainya antara lain:

a. Depressants

Depressant atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari
susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau
mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan
depressants adalah sebagai berikut :

1) Sedativa/Hinotika (obat penghilang rasa sakit).

2) Tranguilizers (obat penenang)

3) Mandrax

4) Ativan

5) Valium5

6) Metalium

7) Rohypnol

8) Nitrazepam

9) Megadon, dan lain-lain

Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu

mengambil keputusan cepat dan tepat.
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b. Stimulants

Yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan
depressants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung
bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan
tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants antara lain :

1) Amfetamine/ectacy

2) Meth-Amphetamine/shabu-shabu

3) Kafein

4) Kokain

5) Khat

6) Nikotin

c. Hallucinogens/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata
yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena
persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata
atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai
berikut :

1) L.S.D. (Lysergic Acid Diethylamide)

2) P.C.D. (Phencylidine)

3) D. M. T. (lllicit Form of STP)

4) Psilacybe Mushrooms

5) Peyote Cavtus, Buttons dan Ground Buttons
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d. Obat Adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan
lain-lain. Minuman lokal seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pencandu alkohol
cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari
makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, cacium, magnesium, dan
vitamin B12. Keracunan alkohol akanmenimbulkan gejala muka merah, bicara
cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan
koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan

syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Berdasarkan uraian jenis-jenis narkotika atau tepatnya napza di atas, maka penulis

dapat menyimpulkan bahwa narkotika/napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga)

kelompok :

1) Golongan narkotika (Golongan I); seperti opium, morphine, heroin, dan lain-
lain.

2) Golongan psikotropika (Golongan I1); seperti ganja, ectacy, shabu-shabu,
hashis, dan lain-lain.

3) Golongan zat adiktif lain (Golongan Il1); yaitu minuman yang mengandung

alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

D. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal
148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus,
walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa

tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak
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perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang
tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk
pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar
kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat
besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah

sangat membahayakan bagi jiwa manusia.*

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepetingan-kepentingan
pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin
lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau
menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai

tanaman papaver, koka dan ganja.>’

Menurut Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa
alasan, yaitu :*®
1. Faktor intern (dari dalam dirinya)
a. sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru,
hukum atau instansi berwenang,
b. mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
c. membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang
berbahaya dan penuh resiko,

d. berusaha mendapatkan atau mencari arti daripada hidup,

% Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. 2001. him 23

%7 Soedjono Dirjosisworo. Hukum Narkotika Di Indonesia. Citra Aditya bakti. Bandung,
1990. him 39

*® AW Widjaja, Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika, Bandung,
Armico, 1985, him 73.
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e. melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman
sensasional dan emosional,

f. mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang
kesibukan,

g. mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia
kawan,

h. didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

2. Faktor Ekstern

a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah
siksa narkotika,

b. Adanya situasi yang disharmoniskan (broken home) dalam keluarga,
tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara
ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,

c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan
menjerumuskan generasi muda atau remaja.

d. Penyalahgunaan narkotika merupakan wabah yang harus mendapatkan
penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan

pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi
jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.
Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan cara
preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional.

Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak
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pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan
memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan
cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan

dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika.>®

Kebijakan kriminalisasi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai
tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
adalah sebagai berikut :*°

1. Menanam , memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan,
atau menguasai narkotika (dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman) diatur
dalam (Pasal 111 sampai dengan Pasal 112);

2. Memproduksi , mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika
golongan | (Pasal 113);

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan | (Pasal
114);

4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan |
(Pasal 115);

5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika
golongan | terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk
digunakan orang lain (Pasal 116);

6. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan narkotika golongan Il (Pasal 117);

* Ibid.
% Hari Sasangka, Op, Cit, him. 50.
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Tanpa hak atau melawan hukum Memproduksi , mengimpor, mengekspor,
atau menyalurkan Narkotika golongan Il (Pasal 118);

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan Il (Pasal
119);

Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan 1l
(Pasal 120);

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika
golongan Il terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II
untuk digunakan orang lain (Pasal 121);

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan Il (Pasal 122);

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan 111 (Pasal 123);

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika dalam golongan Ill(Pasal 124);

Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan Il1I
(Pasal 125);

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika
golongan Il terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan
IHluntuk digunakan orang lain (Pasal 126);

Setiap penyalah guna : (Pasal 127 ayat 1)

a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
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b. Narkotika golongan Il bagi diri sendiri

c. Narkotika golongan I11 bagi diri sendiri

Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja

tidak melapor (Pasal 128);

Setiap orang tanpa hak melawan hukum : (Pasal 129)

a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan PrekursorNarkotika
untuk pembuatan Narkotika;

b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor
Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika
untuk pembuatan Narkotika;

d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika

untuk pembuatan Narkotika.

Kebijakan sanksi pidana dan pemidaannya antara lain disebutkan sebagai berikut :

1.

Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam
waktu tertetentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan
(pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran
(bagi warga Negara asing).

Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar  antara Rp
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara

minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.
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3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif
(terutama penjara dan denda);

4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal
khusus (penjara maupun denda);

5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan
permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi
dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada

pengulangan (recidive).

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-undang Narkoba tampaknya tidak terlepas
dari tujuan dibuatnya Undang-undang itu, terutama tujuan :
1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, dan

2. Memberantas peredaran gelap narkotika/psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-undang Narkoba terfokus
pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya-nya (mulai dari penanaman,
produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk
pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (property/assets) yang diperoleh dari
tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri. Dalam ilmu hukum pidana, orang
telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang

sebagai pelaku suatu tindak pidana.
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E. Double Track System dalam Undang-Undang Narkotika

Double track system merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum
pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan di
pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber
pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan
bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain,
sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan

sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.*

Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan
seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.
Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku
agar ia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur
pembalasan. la merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang
pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan
masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E.
Jonkers, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk
kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang

bersifat sosial.®?

Berdasarkan hal tersebut diataslah double track system dalam perumusan sanksi
terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena

berdasarkan tinjauan victymologi bahwa pecandu narkotika adalah sebagai self

61 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Politik Hukum Pidana, Kajian
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, him. 88.
62 H
Ibid.
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victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victymologi tetap menetapkan
penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak
pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh karena itu, maka pecandu
narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun,
karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka
ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa double
track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan

narkotika adalah paling tepat.®®

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai self victimizing
victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan
sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah
berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk
fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau

perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Bila dianalisis secara seksama, di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menganut double
track system dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan
narkotika, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan
vonis dalam putusannya dalam menangani perkara pecandu narkotika
(berdasarkan keyakinan hakim) dalam hal memberikan sanksi tindakan. Hal ini
dapat dibuktikan dengan melihat dan juga memahami ketentuan pidana terhadap

pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dimuat dalam ketentuan

% 1bid. him 89
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Pasal 85 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Barang siapa tanpa hak dan

melawan hukum:

a. Menggunakan narkotika golongan | bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun.

b. Menggunakan narkotika golongan Il bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun.

c. Menggunakan narkotika golongan I11 bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun

Ketentuan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur
di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997:
Pasal 45

“Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”.

Pasal 47
(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut
terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak
terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa

menjalani hukuman.
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Selanjutnya, di dalam Undang-Undang baru tentang Narkotika yaitu Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi
diri sendiri diatur di dalam Pasal 127:

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika golongan | bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun .

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55,
dan Pasal 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika,
penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial.

Kemudian, ketentuan mengenai penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu
narkotika diatur di dalam Pasal 103 yaitu:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan
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b. menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika
Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana
Narkotika; atau

c. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa

menjalani hukuman.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika
merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang
mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan
narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku
penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku
tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus
dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang
dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa

rehabilitasi.

Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi
pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. Sebab
berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika, memberikan kewenangan bagi

hakim untuk menentukan akan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan



61

rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut. Menurut Achmad Guntur, untuk
menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkotika, hakim akan
menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau
menerapkan Kketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan
rehabilitasi) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah
pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu
yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana
penyalahgunaan narkotika yang harus dipidana penjara adalah dengan
berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku
tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga memerlukan
proses perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas

rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang.



